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Abstract
Target of this research is to study: situation and growth of area
finance, source of acceptance PAD, constraints faced in order to
optimal of acceptance PAD, and efforts which require to be done in
orderto optimal of acceptance PAD. After researching in Malang, the
results include: (1) realization APBD during five the last year of
goals, but its growth is downhill, (2) ability PAD to sustain the area
expenditure relative still lower, (3) realization PAD during five the
lastyear of goals, but its growth is downhill, (4) PAD most sustained

by tax and area retribution.
Keywords: PAD, APBD

@
encanangan kebijakan untuk

memperbesar dan memperkuat otonomi
daerah dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia melalui Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Undang-
undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, pada prinsipnya merupakan
hasil dari bekerjanya dua kekuatan.
Pertama, kekuatan internal dalam negeri
berupa gerakan reformasi yang
dilakukan oleh segenap masyarakat di
tanah air dengan tuntutannya
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demokratisasi di segala bidang
kehidupan. Kedua, kekuatan supra
nasional berupa globalisasi dengan
berbagai konsekuensi dan implikasinya
yang memeriukan respon dalam negeri
melalui proses penyesuai-an terhadap
struktur dan mekanisme kepemerintah-
an demokratik di tingkat lokal.

Salah satu hal menonjol di bidang
keuangan publik sebslum diberlaku-
kannya kedua Undang-undang tersebut
adalah terjadinya hubungan yang
sangat asimetris antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, yang ditandai
dengan sangat tergantungnya
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Pusat. Meskipun Pemerintah Daerah
sebenarnya diperkenankan untuk
menggali dan mengembangkan
sumber-sumber penerimaan, namun
Pemerintah Daerah tidak mampu
mengembangkannya karena selain
secara administrasi relatif sulit, sumber
penerimaan utama telah dimonopoli
oleh Pemerintah Pusat.
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Menurut Undang-undang tersebut,
kewenangan daerah menjadi sangat
luas. Kewenangan daerah mencakup
kewenangan seluruh  bidang
pemerintahan kecuali bidang politik
luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama,
serta bidang lain yang strategis. Bidang
pemerintahan yang wajib dilaksana-
kan oleh Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota meliputi: pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan dan kebudaya-
an, pertanian, perhubungan, industri
dan perdagangan, penanaman madal,
lingkunganhidup, pertanahan, koperasi,
dan tenaga kerja.

Di samping kewenangan sektoral,
daerah juga mempunyai wewenang
dalam mengelola sumber daya
nasional yang tersedia di wilayahnya
dan ber-tanggung jawab memelihara
kelestarian lingkungan. Selanjutnya
daerah yang memiliki laut juga memiliki
wewenang dalam eksplorasi,
eksploitasi, konservasi. dan pengelola-
an kekayaan laut sebatas wilayah laut
tersebut.

Namun demikian, untuk menye-
lenggarakan otonomi secara luas
khususnya dalam menjalankan tugas-
tugas yang menjadi kewenangan dan
kemampuan keuangan daerah,
selanjutnya dalam otonomi daerah
bahwa penyelenggaraan tugas
Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Adapun
penerimaan daerah yang dimaksud
terdiri dari empat komponen utama,
yaitu: Pendapataan Asli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah,
dan Pendapatan Lain-lain yang syah.




Sedangkan untuk dana perimbang-
an terdiridari tiga komponen utama yaitu:
(1) baglan daerah dari penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), dan Penerimaan
dari Sumber Daya Alam (SDA), (2) Dana
Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana
Alokasi Khusus (DAK). Bagi daerah,
dana perimbangan ini sangat ter-
gantung dari kemampuan pemerintah
pusal untuk menggali berbagai sumber
daerah. Oleh karena itu, dalam otonomi
daerah dana perimbangan ini jangan
sampai menjadi sumber terpenting bagi
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Bila ini terjadi maka
keuangan daerah akan tergantung dari
keuangan pusat, dan ini tidak sesuai
dengan semangat otonomi. Sedangkan
sumber dari pinjaman daerah untuk
beberapa tahun mendatang, dengan
berbagai kendala dalam infrastruktur
keuangan yang relatif belum ber-
kembang, nampaknya masih sulit untuk
bisa diandalkan. Hal tersebut pada
akhirnya bermuara pada suatu
kesimpulan bahwa dalam otonomi
daerah, sumber keuangan asli daerah
harus menjadi andalan utama bagi
pembiayaan APBD.

Apabila kesimpulan tersebut dikaitkan
dengan kenyataan yang ada saat ini di
Pemerintah Kota Malang, menurut Susilo
& Halim (2002) dalam penelitiannya
menyimpulkan antara lain bahwa: (1)
pengeluaran Pemerintah Kota Malang
secara keseluruhan yang semakin
meningkat mengharuskan penerimaan
PAD harus dioptimalkan penggaliannya,
(2) realisasi penerimaan PAD cenderung
menurun, (3) PAD Pemerintah Kota
Malang belum bisa diharapkan untuk
dijadikan tumpuan dalam mencukupi
kebutuhan dana untuk pengeluaran
daerah.

Melihat kenyataan tersebut sebenar-
nya sangat sulit bagi Pemerintah Kota
Malanguntuk bisa melaksanakan otonomi
secara konsekuen. Namun demikian,
Pemerintah Kota Malang tidak memiliki
kekuatan untuk menolak otonomidaerah,
mengingat sudah ada Undang-undang
Otonomi Daerah.

Untuk menghindari persoalan

pembiayaan dalam otonomi daerah di

masa-masa mendatang, Pemerintah Kota

Malang perlu melangkah untuk melaku-

kan upaya-upaya yang serius dalam

rangka meningkatkan kemampuan
keuangan daerah yang bersumber dari

PAD.

Berdasar uraian di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk
mengkaji:

1. Keadaan dan perkembangan masing-
masing sumber keuangan daerah.

2. Sumber-sumber keuangan daerah
yang baru yang berpotensi dapat
dikembangkan.

3, Kendala-kendala yang dihadapi
dalam rangka mengoptimalkan
penerimaan PAD.

4. Upaya-upaya yang perlu dilakukan
dalam mengelola sumber-sumber
keuangan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Salah satu faktor penting yang mem-
pengaruhi keberhasilan pelaksanaan
pembangunan daerah adalah kemampu-
an keuangan daerah yang memadai.
Semakin besar keuangan daerah,
semakin besar pula kemampuan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pembangunan
daerah. Hal ini telah dikemukakan oleh
Tjokroamidjojo (1993), bahwa pemerintah
daerah akan dapat menjalankan
fungsinya dalam rangka otonomi atau
desentralisasi secara baik, bila diterima
sumber-sumber keuangan yang cukup
untuk melaksanakan fungsi tersebut.
Karena, apabila suatu keadaan
keuangan daerah tidak menguntungkan
akan mendatangkan dampak yang
cukup luas bagi bidang-bidang kegiatan
lainnya.

Sementara itu, Rejo (1995) menyata-
kan bahwa, posisi sentral keuangan
daerah dalam pemerintahan di daerah
juga menunjukkan posisi tingkat
keotonomian suatu daerah, karena
dengan kemampuan keuangan daerah,
pemerintah daerah dapat dinyatakan
mampu atau tidak mengurus rumah
tangganya sendiri. Dengan kata lain
bahwa pemerintah daerah dapat
menjalankan fungsinya dalam rangka
otonomi daerah secara baik apabila
mempunyai sumber-sumber keuangan
yang cukup. Hal ini juga dikemukakan

oleh Kaho (1995), bahwa salah satu
kriteria penting untuk mengetahui secara
nyata kemampuan daerah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri
adalah kemampuan self supporting dalam
bidang keuangan. Dengan demikian
faktor keuangan merupakan salah satu
faktor essensial dalam mengukur tingkat
kemampuan dalam melaksanakan
otanemi.

Namun suatu kenyataan yang fidak
dapat dipungkiri adalah masih rendahnya
penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) pada Daerah Tingkat Il. Hal ini
dikemukakan oleh Kaho (1895), bahwa
belum ada satupun DATI Il di Indonesia
yang dapat menyelenggarakan urusan
rumah tangganya secara penuh (1 00%),
baik secara keseluruhan maupun urusan
demi urusan. Hal ini disebabkan karena:
(1) kecilnya kemampuan keuangan
daerah, (2) kurangnya kemampuan
aparatur pemerintah daerah, (3) terlalu
luasnya kewenangan Daerah Tingkat |,
(4) keadaan infrastrukiur yang tidak
mendukung terlaksananya otonomi
daerah, ;

Sementara itu, penelitian yang
dilakukan oleh Santoso (1995)
menyatakan bahwa ada beberapa
faktor yang menyebabkan rendahnya
kontribusi PAD terhadap penerimaan
Dati Il yaitu: (1) banyak sumber pen-
dapatan yang besar yang digali dari
suatu Dati Il tetapi berada di luar
wewenang pemda yang bersangkutan
untuk memungutnya, (2) BUMD pada
umumnya belum menjadi sumber
penerimaan yang andal, (3) kurangnya
kesadaran masyarakat membayar
pajak dan retribusi serta pungutan lain,
(4) kurangnya kemampuan aparatur
Pemda dalam menggali sumber pen-
dapatan yang ada, (5) rendahnyatingkat
hidup dan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, hasil penelitian Ichsan
(1996) menunjukkan bahwa ketidak
sfektivan pengelolaan PAD dikarenakan
ketidakmampuan penerapan manual
administrasi pendapatan daerah
(Mapatda). Kendala penerapan Mapatda
tersebut dapat diidentifikasi: organisasi,
sarana dan prasarana, perizinan serta
pelaporan dan pembukuan. Selain aspek
teknis, kendala non teknis yang sering
dihadapi dalam penerapan Mapatda
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adalah: ruang ketja yang masih terbatas,
kemampuan personil yang rendah dalam
pengelolaan PAD masing-masing unit
kerja/instansi pemungut. Kesimpulannya
adalah bahwa keberhasilan penerimaan
PAD dipengaruhi oleh keberhasilan
sarana dan prasarana, dengan koefisien
regresi 0,023, taraf signifikansi 85%, ini
menunjukkan bahwa sarana dan
prasarana mempunyai pengaruh positif
signifikan terhadap keberhasilan
penerimaan PAD.

Selanjutnya hasil peneliian Usman
(1997) menunjukkan sumber PAD belum
memberikan kontribusi yang maksimal
dalam APBD. Hal ini disebabkan: (1)
kebijakan keuangan daerah dalam
peningkatan PAD tidak terlepas dari
kebijakan pemerintah pusat dalam
hubungan pusatdan daerah, (2) ketiadaan
data base tentang pajak dan retribusi
daerah, (3) adanya kelemahan dalam
penggolongan pajak dan retribusi daerah
(aspek administrasi) yang berkaitan
dengan perencanaan, sistem dan
prosedur (verifikasi) pelaksanaan
pemungutan dan pesngawasan serta
koordinasi antar instansi pengelola PAD,
(4) rendahnya kemampuan dan kualitas
aparat pengelola PAD.

Devas (1999) menyatakan bahwa
kewenangan Daerah Tingkat |l
menunjukkan ketergantungan yang lebih
besar pada sumbangan dari atas yaitu:
73% dari anggaran rutin dan 87% dari
anggaran pembangunan berasal dari
pemerintah pusat. Dari penerimaan
Daerah Tingkat Il secara keseluruhan,
sumber PAD sendiri menyumbang 10%.

Hoessein (2000) menyatakan bahwa
otonomi daerah selama ini tergolong
sangat kecil dilihat dari indikator kecilnya
kewenangan, jumlah bidang pemerintah-
an dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang dimiliki daerah.

Untuk mendorong kemampuan
keuangan daerah yang lebih besar
dalam membiayai seluruh urusan rumah
tangga daerah, diperlukan kebijakan di
bidang pengembangan institusi dan
pengelolaan keuangan daerah.
Pengelalaan disini merupakan usaha
penyempurnaan lembaga keuangan
daerah, penerapan sain dan teknologi,
sistam dan prosedur serta kekayaan
daerah (Tambunan, 19986).

Oleh karena itu, Kristiadi (1 991)
menyarankan bahwa agar sumber-
sumber pembiayaan ideal berkaitan
dengan PAD, maka: (1) PAD seyogyanya
lebih dititikberatkan pada ekstensivikasi
dan intensivikasi sumber-sumber
retribusi. Hal ini mengingat bahwa retribusi
sangat berkaitan dengan pelayanan
langsung kepada masyarakat. Dengan
demikian diharapkan dapat sekaligus
memacu peningkatan pelayanan, dan 2)
pajak-pajak daerah cukup ditetapkan
secara limitatif pada objek-objek yang
cukup potensial, bagi pajak yang kurang
potensial seyogyanya dihapuskan.

Usaha-usaha intensivikasi dan
ekstensivikasi sumber-sumber, menurut
Rejo (1995), sangat tergantung pada
kreativitas aparatur pemerintah daerah
untuk mampu mengkoordinasikan
lembaga-lembaga penghasil sumber
PAD dan kreativitas aparatur tentunya
sangat ditentukan oleh kualitas aparatur.
Kebijakan dan usaha intensivikasi adalah
berupa peningkatan PAD dari sumber-
sumberyangtelah aclasaatini. Sedangkan
kebijakan dan usaha ekstensivikasi
adalah berupa mencari dan menggali
sumber-sumber pendapatan daerahyang
baru dalam batas ketentuan perundang-
undangan.

|dealnya sumber PAD mampu
menyumbangkan bagian terbesar dari
seluruh pendapatan daerah dibanding-
kan dengan sumber pendapatan lainnya
seperti subsidi dan bantuan. Dengan
proporsi semacam itu daerah dapat
secara leluasa menjalankan hak
otonominya. Selanjutnya dengan
keleluasaan yang dimiliki, Pemda dapat
bekerjasama dengan berbagai pihak
untuk mengembangkan PAD serta
mengoptimalkan sumber pendapatan
daerah yang ada bagi pembangunan
daerah lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan
Data

Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder,
diperoleh dari Dispenda, Bagian
Keuangan, dan Bappeda Pemerintah
Kota Malang. Data tersebut meliputi: (a)
data tentang APBD lima tahun terakhir,
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(b) data tentang penerimaan keuangan
daerah bersumber dari PAD lima tahun
terakhir, (¢) data tentang PAD lima tahun
terakhir, (d) data pertumbuhan PAD per
jenis objek penerimaan lima tahun
terakhir, (¢) data tentang pengeluaran
daerah lima tahun terakhi. Data tersebut
diperoleh melalui pencatatan dan
wawancara.

Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini adalah:

" a. Pendapatan daerah adalah semua

hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

b. Belanja daerah adalah semua
kewajiban daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan.

¢. Penerimaandaerah adalahuangyang
masuk ke kas daerah.

d. Pengeluaran daerah adalah uang
yang keluar dari kas daerah.

e. Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan yang diperoleh Daerah
yang dipungutberdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

f Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujul bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan
Parwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Teknik Analisis
Setelah data-data tersebut diperoleh,
selanjutnya  dianalisis ~ dengan

menggunakan metode deskriptif (Nazir,
1998), yaitu suatu metode dalam meneliti
suatu objek. Tujuannya adalah untuk
membuat suatu gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki.
- Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Menganalisis terjadinya selisih antara
target dan realisasi pendapatan
daerah.
2. Menganalisis terjadinya selisih antara
target dan realisasi belanja daerah.




3. Menganalisis terjadinya selisih antara
target dan realisasi PAD.

4. Menganalisis pertumbuhan PAD per
jenis objek penerimaan.

5. Menganalisis kontribusi masing-
masing jenis objek dalam PAD
.terhadap PAD itu sendiri.

8. Menganalisis kontribusi PAD
terhadap belanja daerah.

7. Menganalisis kontribusi PAD
terhadap APBD. -

Dari hasil analisis tersebut selanjutnya
disimpulkan dan direkomendasikan
kepada pihak Pemerintah Kota Malang
untuk dilakukan rencana tindak lanjut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyajian Data dan Interpretasi

1. Target dan Realisasi serta
Pertumbuhan APBD Tahun 2000-
2004
Dalam otonomi daerah, penyeleng-

garaan tugas Pemerintah Daerah dan

DPRD dibiayai dari APBD. Informasi

mengenai target dan realisasi serta

pertumbuhan APBD Kota Malang tahun

2003 — 2004 disajikan dalam tabel-tabel

berikut. (Tabel 1- 6)

Memperhatikan tabel 1 dan 2 di atas,
tampak bahwa pencapaian target APBD
Kota Malang dari tahun 2000 — 2004 rata-
rata sebesar 101,88% (melampaui dari
yang dianggarkan). Pencapaian target
terendah diperoleh tahun 2001 (97,18%),
dan pencapaian target tertinggi diperoleh
tahun 2003 (105,77%). Walau demikian,
bila dilihat dari pertumbuhan dalam
pencapaian target, dari tahun ke tahun
menunjukkan penurunan, bahkan terjadi
pertumbuhan minus dari tahun 2003 ke
tahun 2004, Sementara itu, pertumbuhan
pencapaian target sangat fantastis terjadi
dari tahun 2000 ke 2001 (183,62%),
namun terjadi pertumbuhan minus dari
tahun 2003 ke 2004 (- 0,85%). Namun
pertumbuhan APBD rata-rata sebesar
53,28%.

Memperhatikan tabel 3 dan 4 di atas,
tampak bahwa pencapaian target
Pendapatan Daerah Kota Malang dari
tahun 2000 — 2004 rata-rata sebesar
100,25% (melampaui dari yang
dianggarkan). Pencapaian target

Tabel 1: Target dan Realisasi APBD Kota Malang
Tahun 2000 - 2004

= EJ‘;};B':%?
102.033.202.694 100.932.175.757 88,92
2001 276.039.550.520 268.259.237.486 97,18
2002 303.628.828.331 314.799.738.453 103,68
2003 317.368.456.919 355.680.014.254 105,77
2004 339.561.311.285 352.644.069.247 103,85
Rata-rata 101,88
Sumber: Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah
Tabel 2:
Pertumbuhan Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2000 — 2004
'ﬁum-ut APBD (ﬂp) t
2000 100. 932 1r5. 757
2001 268.259.237.486 183,62
2002 314.799.738.453 17.35
2003 355.680.014.254 12,99
2004 352.644.069.247 - 0,85
Rata-rata 53,28

Sumber: Sekretanat DPRD Pemkat Malang diclah

Tabel 3:

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang

Tahun 2000 2004

al _,_.i\ib::n«mma
2000 97.980.202.694 " 96.186.649.145. 98,18
2001 267.633.550.520 246.706.613.271 92,18
2002 284.350.203.531 287.900.174.377 101,26
2003 317.368.456.919 335.700.867.498 105,78
2004 339.561.811.285 352.644.069.247 103,85
Rata-rata 100,25

Sumber: Bagian Keuangan Pemkot Malang diolah

Tabel 4:

Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang

Tahun 2000 - 2004

2000 96.186.649.145

2001 246.706.613.271 2.47

2002 287.900.174.377 2,88

2003 335.700.867.498 3,36

2004 352.644.069.247 3,53
Rata-rata 3,06

Sumber: Bagian Keuangan Pemkot Malang diolah
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terendah diperoleh tahun 2001 (92,18%), Tabel 5: Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Malang

dan pencapaian target tertinggi diperoleh Tahun 2000 — 2004

tahun 2003 (105,78%). Pertumbuhan e i S T R

realisasi pendapatan menunjukkan selalu s P R e T e e Ty e =y

meningkat. dan pertumbuhan rata-rata 2000 97.980.202.694 90.479.372.977 9234

sebesar 3,06%. '
Memperhatikan tabel 5 dan 6 di atas. 2001 | 267.633.550.520 231.389.405.113 86,46

tampak bahwa pencapaian target Belanja 2002 284.350.203.531 262.047 487.713 92,16

gggfh t:ort:t Ma'ﬂ;eg uag EQ '?‘3205 2003 | 343.549.300.283 329.289.949.997 95,85

rala-rata sebesar 92, ra
terjadi efisiensi). Pencapaian efisiens| 2004 | 378.881.664.535 362.175.130.464 95,59
terendah terjadi tahun 2003, dan Rata-rata 92,48

pencapaian efisiensi tertinggiterjaditahun
2001. Pertumbuhan realisasi belanja
menunjukkan selalau meningkat, dan
pertumbuhan rata-rata sebesar 2,96%.

Ada beberapa kemungkinan yang
dapat dikemukakan berkaitan dengan

Sumber: Bagian Keuangan Pemkot Malang diolah

Tabel 6:
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Malang
Tahun 2000 - 2004

——
hal tersebut, yaitu: pertama, belum
diketahuinya potensisesungguhnyayang il
dapat dicapai; kedua, dasar penentuan 2000 90.479.372.977
target yang kurang tepat, masih 4
mendasarkan pada data historis (realisasi o SR AAE 119 2,31
APBD tahun-tahun sebelumnya); ketiga, 2002 262.047.487.713 2,62
sumber daya untuk menggali sumber- 2003 329.289.949 997 3.29
sumbgr penerimagn tersebut belum 2004 362.175.130.464 240
lersedia dengan baik; keempat, sarana :
dan prasarana penunjang masih kurang Rata-rata 2,96

memadai; dan kelima, pelaksanaan Sumber: Bagian Keuangan Pemkot Malang diolah
pengawasan yang kurang efektif.

Tabel 7:
Realisasi APBD dan PAD . Realisasi APBD dan Realisasi PAD Kota MalangTahun 2000 - 2004

Gambaran citra kemandirian daerah

dalam berotonomi dapat diketahui melalui
seberapa besar kemampuan sumber
daya keuangan untuk dasrah tersebut,
agar mampu membangun daerahnya
disamping mampu pula untuk bersaing
secara sehat dengan daerah lain dalam
mencapai cita-cita otonomi yang
sesungguhnya. Upaya nyata di dalam
mengukur tingkat kemandirian Pemkot
Malang dapat dilakukan antara lain
dengan membandingkan besarnya
realisasi PAD dengan realisasi APBD,
Memperhatikan tabel 7 di atas tampak
bahwa, PAD hanya mampu memberikan
kontribusi terhadap APBD selama tahun
2000 — 2004 rata-rata sebesar 13,23%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa
kemandirian daerah masih sangat jauh
dariyangdiharapkan, karena kemampuan
PAD baru mencapai 13,23%. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa
bilamana menggunakan indikator PAD,
maka Pemkot Malang dalam rangka

AD |
2000 100.932.175.757 16.542.142.860 16,39%
2001 268.259.237.486 27.987.060.189 10,43%
2002 314.799.738.453 38.733.293.742 12,62%
2003 355.680.014.254 42.074.121.356 12,63%
2004 352.644.069.247 50.007.305.103 14,18%
Rata-rata 13,23%

Sumber: Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah

otonomi daerah ditinjau dari aspek
kemampuan keuangan daerah adalah
belum mampu. Walau demikian, dengan
penuh optimisme dan semangat otonomi
daerah, roda pemerintahan daerah tetap
berjalan.

Target dan Realisasi PAD serta

Pertumbuhannya
Dengansemangatotonomi,keuangan

daerah jangan tergantung pada keuangan
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pusat maupun pinjaman daerah. Sumber
keuangan asli daerah harus menjadi
andalan utama bagi pembiayaan APBD.
Datatargetdanrealisasi PAD Kota Malang
tahun 2000 -2004 disajikan dalam Tabel
8 dan 9.

Memperhatikan Tabel8dan9, tampak
bahwa pencapaian target PAD Kota
Malang dari tahun 2000 - 2004 rata-rata
sebesar 103,97% (melampaui dari yang
dianggarkan). Pencapaian target




terendah diperoleh tahun 2000
(89,62%), dan pencapaian target
tertinggi diperoleh tahun 2002
(117,00%). Walau demikian, bila dilihat
dari pertumbuhan dalam pencapaian
target, pertumbuhan dari tahun ke tahun
menunjukkan selalu menurun.
Pertumbuhan pencapaian targel
tertinggi terjadi dari tahun 2000 ke 2001
(69,18%), dan pertumbuhan terendah
terjadi dari tahun 2003 ke 2004. (1,89%).
Hal ini mengindikasikan bahwa
pemungutan pajak dan retribusi masih
belum dilakukan secara optimal.

Ada beberapa kemungkinan yang
dapat dikemukakan berkaitan dengan
hal tersebut, yaitu: pertama, belum
diketahuinya potensi sesungguhnya yang
dapat dicapai; kedua, dasar penentuan
target yang kurang tepat, masih men-
dasarkan pada data historis (realisasi
APBD tahun-tahun sebelumnya): ketiga,
sumber daya untuk menggali sumber-
sumber penerimaan tersebut belum
tersedia dengan baik; keempat, sarana
dan prasarana penunjang masih kurang
memadai; dan kelima, pelaksanaan
pengawasan yang kurang efekif.

Kontribusl Masing-masing Jenis PAD
terhadap Total PAD

Data Kontribusi masing-masing
jenis PAD terhadap total PAD tahun
2000 — 2004 disajikan dalam Tabel 10.

Memperhatikan tabel 10, tampak
bahwa kontribusi masing-masing jenis
PAD terhadap total PAD Kota Malang dari
tahun 2000 — 2004 menunjukkan bahwa
Pajak Daerah memberikan kontribusii
terbesar, yaitu rata-rata sebesar 47,96%,
disusul olen Retribusi Daerah sebesar
33,76%, selanjutnya Bagian Laba BUMD,
dan Pendapatan Lain-lain yang Sah,
masing-masing sebesar 10,34%, dan
7,94%.

Berdasarkan kondisi di atas,
setidaknya ada dua hal yang dipandang
mempunyal arti strategis, yaitu:
pertama, pertumbuhan PAD Kota
Malang perlu lebih ditingkatkan; kedua,
dalam kaitannya dengan penetapan
skala prioritas penggalian sumber-
sumber pendapatan yang bersumber
dari PAD perlu mempertimbangkan
pertumbuhan dan kontribusi terhadap
PAD.

Tabel 8: Target dan Realisasi PAD Kota Malang

18.458.146.312 16.542.142.860 89,62
2001 25.655.916.800 27.987,060.189 109,09
2002 33.959.253.700 39.733.293,742 117,00
2003 40,764.605.200 42.074.121.356 103,21
2004 49.528.288.300 50.007.305.104 100,97
Rata-rata 103,97

Sumber: Sekretariat DFRD Pemkot Malang diolah

Tabel 9: Pertumbuhan Realisasi PAD Kota Malang
Tahun 2000 - 2004

et e a5 et UV i L 23

2000 16.542.142.860
2001 27.987.060.189 69,18
2002 39.733.293.742 41,97
2003 42.074.121.356 5,89
2004 50.007.305.103 1,89
Rata-rata 29,73

Sumber: Sekretariat DPRD Femkot Malang diolah

Tabel 10:
Kontribusi Masing-masing Jenis PAD
terhadap Total PAD Kota Malang Tahun 2000 - 2004

§ i i o fra—

1 13.284.936.099

2 | Retr. Daerah 6.004.282.655 36,30 | 9.751.6B0.268 34,84

3 | Bag. Laba BUMD 2.014.146.312 12,18 | 3.412.500.400 12,19

4 | Pendpt. lain-2 yg Sah | 1.493.896.289 9,02 | 1.537.943.400 550
Total 16.542.142.860 100 | 27.987.060.188 100

=TT | ST ek T

i - S s i s e RRECED) AR

1 Pajak Daerah 19.389.931.644 48,80 | 20.267.760.378 48,17

2 | Retr. Daerah 13.005.570.756 42,73 | 14.340.992.481 34,09

3 | Bag. Laba BUMD 4.019.381.400 10,12 | 3.786.000.000 9,00

5 | Pendpt lain-2 yg Sah | 3.318.608.842 8,35 | 3.679.368.497 B.74
Total 30.733.293.742 100 | 42.074.121.356 100

1 26.409.533.752

2 | Retr. Daerah 15.408.372.301 30,81 33,768

3 | Bag. Laba BUMD 4.148.915.570 8,19 10,34

4 | Pendpt. Lain-2 yg Sah 4.040.483.480 8,08 7.94
Total 50.007.305.103 100 100

Sumber: Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah

USAHAWAN NO. 06 TH XXXV JUNI 2006 4’}"'




#

Tabel 11: Pertumbuhan PAD Kota Malang Menurut Jenis Objek Penerimaan
Tahun 2000 - 2004

2000 7.030.317.604
2001 13.284.936.099 88,97
2002 19.389.931.643 45,95
2003 20.267.760.378 45,27
2004 26.408.533.752 30,30

Rata-2 52,62

6.004.2B2.655

9.751.680.288 62,41

13.006.370.756 33,37

14.340.892.481 10,27

15.408.372.301 7,44
28,37

2000 2.014.146.312 1.493.396.289

2001 3.412.5600.400 69,43 1.537.943.400 2,98
2002 4,019.381.400 17,78 3.318.609.941 115,78
2003 4.076.407.120 1,42 3.388.961.376 212
2004 4.148.915.570 018 4.040.483.480 1,82
Rata-2 22,20 30,70

Sumber; Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah

Tabel 12: Kontribusi PAD Kota Malang Terhadap Belanja Daerah

Tahun 2000 — 2004

2000 16.542.142.860 88.100.541.902 18,78%
2001 27.987.060.189 177.337.342.765 15,78%
2002 39.738.293.742 256.278.850.913 15,50%
2003 42.074.121.356 321.259.344.334 13,10%
2004 50.007.305.104 346.932.867.489 14,41%

Rata-rata 15,51%

Sumber: Sekretariat DPRDdan Kantor Dispenda Pemkot Malang diolah

Pertumbuhan Masing-masing Jenis
PAD

Informasi  mengenai  tingkat
pertumbuhan PAD bermanfaat dalam
rangka penentuan skala prioritas
penanganan yang berkaitan dengan
upaya penggalian sumber penerimaan
daerah yang berasal dari PAD. (Tabel
11):

Berdasarkan tabel 11 di atas tampak
bahwa, selama periode tahun 2000 - 2004
menunjukkan bahwatingkat pertumbuhan
PAD Kota Malang secara rata-rata
menunjkkan bahwa Pajak Daerah paling
tinggi, yaitu sebesar 52,62%, disusul

Pendapatan Lain-ain yang Sah sebesar
30,70%, selanjutnya Retribusi Daerah
sebesar 28,37%, dan Bagian LabaBUMD
sebesar 22,20%.

Atas dasar penjelasan mengenai
peranan dan pertumbuhan objek
penerimaan terhadap PAD yang telah
diuraikan di atas, maka guna mempercleh
hasil yang optimal dalam penetapan skala
prioritas pelaksanaan penggalian
terhadap jenis objek penerimaan,
sebaiknya bukan hanya didasarkan pada
tingkat pertumbuhan, tetapi juga ber-
dasarkan pada kontribusi atau peranan
masing-masing objek terhadap PAD.
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Kontribusl Pendapatan Asli Daerah
terhadap Belanja Daerah

Untuk mengetahui sampai seberapa
besar kemampuan PAD dalam mem-
biayai pengeluaran daerah Kota Malang,
disajikan dalam Tabel 12.

Kemampuan PAD Kota Malang dalam
membiayai pengeluaran dapat ditunjuk-
kan cleh besarnya angka rasio antara
PAD terhadap pengeluarannya.
Berdasarkan tabel di alas, tampak bahwa
kemampuan PAD dalam membiayai
pengeluarannya selama tahun 2000 —
20004 rata-rata 15,51%, jauh dari yang
diharapkan. Dari tahun 2000 — 2003
kontribusinya menurun.

Dari uraian di atas terkandung makna
bahwa, tingkat ketergantungan Keuangan
Daerah Pemerintah Kota Malang terhadap
sumber keuangan lain dapat dikatakan
masih tinggi. Untuk itu, dalam rangka
otonomi daerah seharusnya penggalian
terhadap sumber-sumber penerimaan
daerah lebih dioptimalkan lagi.

Pembahasan

Dari apa yang telah diuraikan di atas,
secara umum menunjukkan bahwa
penerimaan keuangan daerah Kota
Malang yang bersumber dari PAD masih
belum mampu mencpang pengeluaran
daerah

Banyak hal dapat dijelaskan
sehubungan dengan mengapa PAD Kota
Malang masih belum mampu untuk
menopang pengeluaran daerah. Untuk
itu berikut diidentifikasi faktor-faktor
penyebab yang menjadikan PAD Kota
Malang belum bisa diraih secara optimal.

Identifikasi Faktor-faktor Penyebab
Belum Optimalnya Pendapatan Asli
Daerah Kota Malang

Yang dimaksudkan dalam identifikasi
faktor-faktor penyebab belum optimalnya

PAD Kota Malang dapat diklasifikasikan

menjadi dua, yaitu:

a. Faktor penyebab langsung,
dimaksudkan adalah faktor-faktoryang
dapat mempengaruhi secara
langsung terhadap pencapaian
sasaran, oleh karena itu apabila faktor
ini diatasi, maka akan mempunyai
pengaruh langsung terhadap
pencapaian sasaran. Faktor-faktor ini
meliputi:
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